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1. PENDAHULUAN 

Setiap perusahaan memiliki struktur 
modal yang berbeda-beda. La Porta, et.al. 
(1998) menemukan bahwa struktur kepe-mi-
likan perusahaan di negara berkembang sa-
ngat terkonsentrasi, sedangkan di negara 
maju struktur kepemilikan relatif tersebar. 
Untuk perusahaan publik di Indonesia sen-
diri, struktur kepemilikan masih terkonsen-
trasi (ownership concentration) pada kepemi-
likan keluarga (Arifin, 2003; Prasetyo, 2103) 
Ownership concentration ditunjukan dengan 
adanya kepemilikan perusahaan yang ter-
konsentrasi pada satu atau beberapa pihak 
(Lestari dan Murtanto, 2017) 

Struktur kepemilikan yang terkonsen-
trasi di Indonesia menimbulkan permasala-
han keagenan antara pemegang saham pen-
gendali   (mayoritas)  dengan  pemegang  sa- 

 
ham non pengendali (minoritas). Pemegang 
saham pengendali memiliki potensi untuk 
terlibat jauh dalam pengelolaan perusahaan 
dan memperoleh informasi yang lebih aku-
rat mengenai operasi bisnis dibandingkan 
dengan pemegang saham minoritas (Utama, 
2008). Struktur kepemilikan yang terkonsen-
trasi bisa menimbulkan terjadinya transaksi 
yang merugikan bagi pemegang saham mi-
noritas. Salah satunya adalah dengan me-
lakukan transaksi pihak berelasi (related par-
ty transaction). 

Transaksi pihak berelasi umumnya 
dilakukan oleh direksi atau pemegang sa-
ham pengendali dengan afiliasinya, dengan 
menggunakan wewenang untuk mempenga-
ruhi kondisi transaksi agar sesuai dengan 
tujuan pribadi mereka. Kohlbeck dan May-
hew (2010) menyatakan bahwa transaksi 
pihak berelasi dapat dikategorikan menjadi 
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transaksi pihak berelasi yang bersifat meru-
gikan (abusive related party transaction) atau 
me-nguntungkan (efficient related party trans-
action). Chang dan Hong (2000) menemukan 
bahwa perusahaan terafiliasi dalam satu ke-
lompok bisnis dapat menggunakan sumber 
daya berwujud (tangible resources) dan tidak 
berwujud (intangible resources) secara bersa-
ma-sama sehingga dapat memperoleh 
manfaat economies of scale dan economies of 
scope. Hal ini menunjukkan transaksi pihak 
berelasi yang efficient karena memberikan 
keuntungan bagi seluruh pemegang saham. 
Dilain sisi, abusive related party transaction 
merupakan transaksi yang dilakukan oleh 
pemegang saham mayoritas untuk mengam-
bil keuntungan atau kas dari pemegang sa-
ham minoritas melalui tunneling activities. 

Dalam rangka menghindari dan memi-
nimalisasi transaksi pihak berelasi yang bisa 
merugikan kepentingan pemegang saham 
minoritas, maka Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK) telah mengeluarkan Peraturan Nomor 
IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Ben-
turan Kepentingan Transaksi Tertentu dan 
Peraturan Nomor VIII.G.7 tentang Pedoman 
Penyajian Laporan Keuangan, khususnya 
pada bagian transaksi dengan pihak berelasi. 
Selain itu, DSAK (Dewan Standar Akuntansi 
Keuangan) juga telah mengeluarkan PSAK 7 
(Penyesuaian 2015) yang mengatur tentang 
Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi, yang 
mewajibkan perusahaan untuk mengung-
kapkan informasi mengenai pihak-pihak 
yang berelasi dengan perusahaan, seperti 
pengungkapan hubungan, transaksi dan 
saldo pihak-pihak berelasi, termasuk komit-
men dengan pihak-pihak tersebut. 

Hasil penelitian sebelumnya, Hwang, 
et.al. (2010) menemukan bahwa semakin 
tinggi transparansi yang dilakukan oleh pe-
rusahaan, maka semakin rendah kecende-
rungan terjadinya abusive related party trans-
action. Dilain sisi, Utama & Utama (2014) 
dan Utama (2015) menemukan bah-wa ting-
kat pengungkapan transaksi pihak berelasi 
akan meningkatkan transaksi pihak berelasi 
yang cenderung bersifat efisien. Yeh et.al. 
(2012) menemukan bahwa struktur kepe-

milikan berpengaruh terhadap kemung-
kinan terjadinya transaksi pihak berelasi. 
Selanjutnya, Kang, et.al. (2014) menemukan 
bahwa transaksi pihak berelasi semakin me-
ningkat seiring dengan peningkatan hak 
suara (voting rights). Selain itu, Utama (2015) 
juga menemukan bahwa konsentrasi 
kepemilikan berpengaruh positif terhadap 
transaksi pihak berelasi yang abusive. 

Teori keagenan membahas mengenai 
hubungan antara dua pihak, satu pihak 
(agent) setuju untuk melakukan sesuatu se-
bagai representasi dari pihak lain (principal) 
(Schroeder, et.al., 2009). Asumsi yang digu-
nakan dalam teori keagenan adalah setiap 
individu akan bertindak untuk memaksi-
malkan kepentingan pribadinya. Oleh sebab 
itu, hubungan keagenan akan menimbulkan 
kemungkinan terjadinya konflik keagenan.  

Struktur kepemilikan yang terkonsen-
trasi dapat menimbulkan konflik keagenan. 
Pemegang saham pengendali memiliki po-
tensi untuk terlibat jauh dalam pengelolaan 
perusahaan dan memperoleh informasi yang 
lebih akurat mengenai operasi bisnis diban-
dingkan dengan pemegang saham minoritas 
(Utama, 2008). Struktur kepemilikan yang 
terkonsentrasi tersebut cenderung menye-
babkan pergeseran konflik keagenan, yaitu 
dari konflik kepentingan antara manajemen 
dengan pemegang saham menjadi konflik 
kepentingan antara pemegang saham pen-
gendali bersama-sama dengan manajemen 
de-ngan pemegang saham minoritas (Vil-
lalonga dan Amit, 2006). 

Transaksi pihak berelasi adalah suatu 
pengalihan sumber daya, jasa atau kewa-
jiban antara entitas pelapor dengan pihak-
pihak berelasi, terlepas apakah ada harga 
yang dibebankan (PSAK 7). Adanya transak-
si pihak berelasi memungkinkan terjadinya 
kesepakatan yang tidak dapat diberikan ke-
pada pihak yang tidak memiliki hubungan 
istimewa. Adanya hubungan istimewa bisa 
mempengaruhi transaksi, saldo, dan komit-
men antar entitas yang bertransaksi. 

Pihak-pihak berelasi didefinisikan se-
bagai orang atau entitas yang terkait dengan 
entitas pelapor yang menyiapkan laporan 
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keuangannya. Orang atau anggota keluarga 
terdekat mempunyai relasi jika: (a) Memiliki 
pengendalian atau pengendalian bersama 
atas entitas pelapor; (b) Memiliki pengaruh 
signifikan terhadap entitas pelapor; atau (c) 
Personal manajemen kunci entitas pelapor 
atau entitas induk entitas pelapor. 

Adanya ownership concentration bisa 
menimbukan konflik kepentingan antara 
pemegang saham mayoritas dan minoritas 
(Erickson, et.al., 2005 dan Jara & Lopez, 
2008). Para pemegang saham mayoritas bisa 
menggunakan informasi yang dimilikinya 
untuk kepentingan pribadinya dengan 
mengekspropriasi pemegang saham minori-
tas. Dengan demikian, ownership concentra-
tion meningkatkan biaya keagenan yang 
terkait dengan ekspropriasi hak pemegang 
saham minoritas (Chirinko, et.al., 2005). 

Pemegang saham mayoritas memiliki 
kemampuan untuk mengekspropriasi peme-
gang saham minoritas dengan kemampuan-
nya mengakses informasi secara langsung ke 
perusahaan. Ketidaksamaan informasi yang 
dimiliki pemegang saham mayoritas dan mi-
noritas bisa menimbulkan asimetri informasi 
antar pemegang saham. Myers and Majluf 
(1984) menyebutkan bahwa asimetri infor-
masi bisa meningkatkan biaya modal. Pe-
ningkatan biaya modal tersebut akan me-
nye-babkan turunnya harga saham perus-
ahaan, sehingga untuk mengurangi asimetri 
informasi antar pemegang saham, pemegang 
saham mayoritas harus menjaga kepent-
ingan pemegang saham minoritas dengan 
mendorong manajemen untuk meningkat-
kan pe-ngungkapan informasi (Nuryaman, 
2009). Nuryaman (2009) menemukan adanya 
hubungan positif antara ownership concentra-
tion dengan pengungkapan sukarela. Hanif-
fa & Cooke (2003) dan Mohd & Shamsul 
(2005) juga mengungkapkan bahwa untuk 
mengu-rangi asimetri informasi, pemegang 
saham mayoritas akan meningkatkan peng-
ungkapan informasi untuk memelihara ke-
pentingan antara pemegang saham mayori-
tas dan minoritas. 

PSAK 7 menyebutkan bahwa jika enti-
tas memiliki transaksi dengan pihak-pihak 

berelasi dalam satu periode maka entitas 
mengungkapkan beberapa item terkait tran-
saksi pihak berelasi tersebut. Selain dalam 
PSAK, pengungkapan mengenai transaksi 
pihak berelasi juga diwajibkan oleh OJK me-
lalui Peraturan Nomor VIII.G.7 tentang Pe-
doman Penyajian Laporan Keuangan. 

Indikator pengungkapan transaksi pi-
hak berelasi yang digunakan dalam peneli-
tian ini adalah: (a) Perusahaan memberikan 
perincian jumlah aktiva, kewajiban, pen-
jualan, dan pembelian RPT; (b) Perusahaan 
memberikan nilai persentase pada poin (1) 
terhadap total aktiva, kewajiban, penjualan 
dan pembelian; (c) Perusahaan memisahkan 
nilai RPT > Rp 1 Milyar, menyebutkan nama 
dan hubungan pihak tersebut; (d) Perusa-
haan memberikan penjelasan transaksi RPT 
yang tidak berhubungan dengan kegiatan 
usaha utama perusahaan; (e) Perusahaan 
memberikan nilai utang/piutang dari RPT 
yang tidak berhubungan dengan kegiatan 
usaha utama perusahaan; (f) Perusahaan 
menyebutkan sifat hubungan, jenis, dan un-
sur transaksi; (g) Perusahaan memberikan 
keterangan tentang kebijakan harga RPT; (h) 
Perusahaan memberikan keterangan tentang 
syarat transaksi, termasuk komitmen dan 
persyaratan terkait dan rincian jaminan; (i) 
Apakah kebijakan dan syarat sama dengan 
transaksi pada pihak ketiga; (j) Perusahaan 
membuat alasan dan dasar pembentukan 
penyisihan piutang hubungan istimewa; dan 
(k) Beban yang diakui selama periode atas 
piutang ragu-ragu atau penghapusan piu-
tang pihak berelasi. 

Berdasarkan beberapa penelitian ter-
dahulu, ditemukan bahwa semakin tinggi 
voting rights semakin tinggi transaksi pihak 
berelasi (Kang, et.al., 2014). Secara umum, 
Kang, et.al. (2014) menemukan bahwa tran-
saksi pihak berelasi terjadi ketika masalah 
keagenan semakin besar dan digunakan se-
bagai mekanisme tunneling sehingga me-
nurunkan nilai perusahaan. Claessens, et.al. 
(2002) menunjukan bahwa konsentrasi kepe-
milikan pada rentang tertentu dapat me-
ningkatkan kesejahteraan pemegang saham 
(alignment effect), tetapi jika melewati batas 
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tertentu dapat merugikan pemegang saham 
minoritas (entrenchment effect). Selain itu, 
Utama (2015) juga menemukan bahwa kon-
sentrasi kepemilikan berpengaruh positif 
terhadap transaksi pihak berelasi yang abu-
sive. 

Hasil penelitian yang terkait dengan 
hubungan pengungkapan transaksi pihak 
be-relasi dengan transaksi pihak berelasi 
masih menunjukan hasil yang beragam. 
Hwang, et.al., (2010) menemukan bahwa se-
makin tinggi transparansi yang dilakukan 
oleh pe-rusahaan maka semakin rendah ke-
cenderungan terjadinya abusive related party 
transaction. Dilain sisi, Utama & Utama 
(2014) dan Utama (2015) menemukan bahwa 
tingkat pengungkapan transaksi pihak ber-
elasi berhubungan positif dengan transaksi 
pihak berelasi, tetapi transaksi pihak berelasi 
yang terjadi cenderung bersifat efisien. 

Berdasarkan latar belakang adanya 
praktik transaksi pihak berelasi yang bersifat 
abusive dan efficient tersebut, maka peneli-
tian mengenai transaksi pihak berelasi me-
narik untuk diteliti lebih lanjut. Penelitian ini 
merupakan modifikasi dari penelitian Uta-
ma (2015). Namun penelitian ini meng-
gunakan indikator yang berbeda dengan 
Utama (2015) dalam penilaian pengungka-
pan tran-saksi pihak berelasi. Utama (2015) 
hanya menggunakan indikator pengungka-
pan dari Peraturan OJK Nomor VIII.G.7, se-
dangkan penelitian ini menggunakan indi-
kator dari  Peraturan OJK Nomor VIII.G.7 
dan PSAK 7 (Penyesuaian 2015). 

Tujuan penelitian ini adalah untuk 
memberikan bukti empiris di Bursa Efek 
Indonesia (BEI) mengenai: (1) Pengaruh 
struktur kepemilikan berpengaruh terhadap 
transaksi pihak berelasi. (2) Pengaruh ting-
kat pengungkapan pihak berelasi berpenga-
ruh terhadap transaksi pihak berelasi. 

2. PENGEMBANGAN HIPOTESIS  

Struktur kepemilikan yang terkonsen-
trasi di Indonesia bisa menimbulkan terjadi-
nya konflik keagenan antara pemegang sa-
ham pemegang saham mayoritas dan mino-
ritas. Pemegang saham mayoritas bisa 

menggunakan informasi yang dimilikinya 
untuk melakukan transaksi pihak berelasi 
dengan mengekspropriasi kepentingan pe-
megang saham minoritas. Hasil penelitian 
yang dilakukan Yeh, et.al. (2012) me-
nemukan bahwa struktur kepemilikan ber-
pengaruh pada kemungkinan terjadinya 
transaksi pihak berelasi. Hal ini juga di-
dukung dengan hasil penelitian Kang, et.al. 
(2014) dan Utama (2015) yang menemukan 
bahwa konsentrasi kepemilikan berpe-
ngaruh positif terhadap transaksi pihak ber-
elasi. Dengan demikian, diduga bahwa se-
makin terkonsentrasi kepemilikan perus-
ahaan mendorong pemegang saham mayori-
tas untuk melakukan ekspropriasi terhadap 
pemegang saham minoritas. Akibatnya, 
konsentasi kepemilikan berpengaruh positif 
terhadap transaksi pihak berelasi yang bersi-
fat abusive. 
H1 : Konsentrasi kepemilikan berpengaruh 

positif terhadap transaksi pihak ber-
elasi  

Sesuai dengan PSAK dan Peraturan 
OJK Nomor VIII.G.7, setiap perusahaan 
yang melakukan transaksi pihak berelasi 
wajib mengungkapkan transaksi tersebut 
dalam laporan keuangan. Pengungkapan 
transaksi pihak berelasi merupakan media 
untuk mengurangi asimetri informasi antara 
pemegang saham mayoritas dan minoritas. 
Pelaporan dan pengungkapan transaksi pi-
hak berelasi meliputi jumlah aset, liabilitas, 
penjualan, dan beban yang dilakukan perus-
ahaan atas dasar transaksi dengan pihak-
pihak yang berelasi.  

Berdasarkan hasil penelitian, Hwang, 
et.al. (2010) menemukan bahwa semakin 
tinggi transparansi yang dilakukan oleh pe-
rusahaan maka semakin rendah kecende-
rungan terjadinya abusive related party tran-
saction. Dilain sisi, Utama & Utama (2014) 
dan Utama (2015) menemukan bahwa ting-
kat pengungkapan transaksi pihak berelasi 
akan meningkatkan transaksi pihak berelasi 
yang cenderung bersifat efisien. Dengan de-
mikian, sesuai dengan penelitian Hwang, 
et.al., (2010) diduga bahwa tingkat pe-
ngungkapan transaksi pihak berelasi bisa 
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menurunkan terjadi transaksi pihak berelasi 
yang bersifat abusive.  
H2: Pengungkapan transaksi pihak berelasi 

berpengaruh negatif terhadap transaksi 
pihak berelasi  

3.  METODE PENELITIAN 

Variabel yang digunakan dalam 
penelitian ini penelitian meliputi transaksi 
pihak berelasi sebagai variable terikat, dan 
struktur kepemilikan, Pengungkapan tran-

saksi pihak berelasi dan jenis industry sebagai 
variable bebas. Oprasionalisasi variable disajikan 

pada Tabel 1. Populasi dari penelitian ini ada-
lah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia masuk dalam indeks LQ45. Peri-
ode penelitian adalah tahun 2016. Pemilihan 
sampel menggunakan purposive-sampling de-
ngan kriteria: 1)  Memiliki laporan keuangan 

untuk tahun 2016; 2) Perusahaan memiliki 
data terkait transaksi pihak berelasi. Berda-
sarkan kriteria tersebut didapatkan sebesar 
45 sampel untuk model RPTAL dan 37 sam-
pel untuk model RPTSE. 

Data yang digunakan dalam penelitian 
didapatkan melalui situs Bursa Efek Indo-
nesia (BEI) dan situs perusahaan sampel 
penelitian. Selanjutnya, analisis statistik 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
regresi linear berganda dengan model cross 
sectional. Perhitungan regresi linear bergan-
da dan uji asumsi klasik dalam pene-litian 
ini menggunakan program SPSS. 

Untuk menguji hipotesis H1 dan H2 
digunakan model persamaan regresi berikut 
ini:  
RPT = α 0 +α 1 OWN +α 2 DISC +α 3 IND + ε.  

 

Tabel 1. Operasionalisasi Variabel 

Variabel Keterangan Pengukuran 

RPT Transaksi pihak ber-
elasi 

 

 

RPTAL: transaksi pihak berelasi aset dan liabilitas; RPTSE: 
transaksi pihak berelasi pendapatan dan beban; RPTA: 
jumlah aset terkait pihak berelasi; RPTL: jumlah liabilitas 
terkait pihak berelasi; RPTS: jumlah pendapatan terkait 
pihak berelasi; RPTE: jumlah beban terkait pihak berelasi 
dan Ekuitas: total ekuitas 

OWN Struktur kepemilikan Persentase kepemilikan saham terbesar 

DISC Pengungkapan tran-
saksi pihak berelasi 

Jumlah item yang diungkapkan perusahaan dibagi 11 indi-
kator pengungkapan transaksi pihak berelasi. 

IND Jenis industri 1: perusahaan berada dalam regulated industry dan 0: tidak. 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan Tabel 2,  maka analisis un-
tuk hipotesis H1 dan H2 adalah: 

Struktur Kepemilikan 

a. Model RPTAL 
Koefisien regresi OWN adalah 

0,6513048 dengan tingkat signifikansi 

sebesar 0,085. Dengan tingkat keyakinan 
90%, konsentrasi kepemilikan secara 
signifikan berpengaruh positif terhadap 
besaran transaksi pihak berelasi terkait 
aset dan liabilitas.  

b. Model RPTSE 
Koefisien regresi OWN adalah 

0,9041587 dengan tingkat signifikansi 
sebesar 0,009. Dengan tingkat keyakinan 
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99%, konsentrasi kepemilikan secara 
signifikan berpengaruh positif terhadap 
besaran transaksi pihak berelasi terkait 
pendapatan dan beban. 

Berdasarkan hasil kedua pengujian di 
atas, dapat disimpulkan hipotesis H1 di-
terima bahwa struktur kepemilikan berpe-
ngaruh positif terhadap transaksi pihak be-
relasi. Hasil penelitian ini konsisten dengan 
penemuan Yeh, et.al. (2012), Kang, et.al. 
(2014), dan Utama (2015). Struktur kepemi-
likan yang terkonsentrasi di Indonesia bisa 
menimbulkan terjadinya konflik keagenan 
antara pemegang saham pemegang saham 
mayoritas dan minoritas. Pemegang saham 

mayoritas bisa menggunakan informasi 
yang dimilikinya untuk melakukan transaksi 
pihak berelasi dengan mengekspropriasi ke-
pentingan pemegang saham minoritas.  

Pengungkapan Transaksi Pihak Berelasi 

a. Model RPTAL 
Koefisien regresi DISC sebesar        

-0,042442 dengan tingkat signifikansi se-
besar 0,961. Hal ini menunjukan bahwa 
tingkat pe-ngungkapan transaksi pihak 
berelasi tidak signifikan mempengaruhi 
besaran transaksi pihak berelasi terkait 
aset dan liabilitas. 

 

            Tabel 2. Hasil Regresi 

Variabel Koefisien Robust Std, Error t-stat Prob, 

RPTAL 
Intercept 0,0038387 0,3488958 0,01 0,991 
OWN 0,6513048 0,3692115 1,76 0,085* 
DISC -0,042442 0,872178 -0,05 0,961 
IND 1,975071 0,8095872 2,44 0,019** 
R2 0,4494    
F-stat 5,44    
Prob F 0,0030***    

RPTSE 
Intercept -0,1702399 0,3634666 -0,47 0,643 
OWN 0,9041587 0,3270418 2,76 0,009*** 
DISC -0,0169801 0,6669294 -0,03 0,980 
IND -0,233934 0,0950494 -2,46 0,019** 
R2 0,2175    

F-stat 2,96    
Prob F 0,0467**    

             * signifikan pada α = 10%, ** signifikan pada α = 5%, dan *** signifikan pada α = 1%. 

b. Model RPTSE 
Koefisien regresi DISC adalah -0,01698 

dengan tingkat signifikansi sebesar 0,980. 
Hal ini menunjukan bahwa tingkat peng-
ungkapan transaksi pihak berelasi tidak sig-
nifikan mempengaruhi besaran transaksi 
pihak berelasi terkait pendapatan dan beban. 

Berdasarkan hasil kedua pengujian di 
atas, dapat disimpulkan hipotesis H2 ditolak. 
Pengungkapan transaksi pihak berelasi tidak 
berpengaruh signifikan terhadap transaksi 
pihak berelasi. Jika dilihat dari indeks pe-
ngungkapan transaksi pihak berelasi, rata-
rata indeks pengungkapan baik dalam mod-
el RPTAL dan RPTSE masih cukup rendah 

yakni hanya sekitar 45%. Rendahnya indeks 
pengungkapan transaksi pihak berelasi ini 
bisa menjadi faktor yang menyebabkan pe-
rusahaan belum sepenuhnya mempertim-
bangkan pengungkapan transaksi pihak ber-
elasi terhadap besaran transaksi pihak ber-
elasi. 

5.  SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Struktur kepemilikan berpengaruh po-
sitif terhadap transaksi pihak berelasi. Hasil 
penelitian ini konsisten dengan penemuan 
Yeh, et.al. (2012), Kang, et.al. (2014), dan 
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Utama (2015). Struktur kepemilikan yang 
terkonsentrasi di Indonesia bisa menimbul-
kan terjadinya konflik keagenan antara pe-
megang saham pemegang saham mayoritas 
dan minoritas. Pemegang saham mayoritas 
bisa menggunakan informasi yang dimiliki-
nya untuk melakukan transaksi pihak be-
relasi yang abusive dengan mengekspropriasi 
kepentingan pemegang saham minoritas. 

Pengungkapan transaksi pihak berelasi 
tidak berpengaruh signifikan terhadap tran-
saksi pihak berelasi. Jika dilihat dari indeks 
pengungkapan transaksi pihak berelasi, rata-
rata indeks pengungkapan baik dalam mod-
el RPTAL dan RPTSE masih cukup rendah 
yakni hanya sekitar 45%. Rendahnya indeks 
pe-ngungkapan ini bisa menjadi faktor yang 
menyebabkan perusahaan belum sepenuh-
nya mempertimbangkan pengungkapan 
transaksi pihak berelasi terhadap besaran 
transaksi pihak berelasi. 

 
Saran 

Berdasarkan hasil penelitian ini, ter-
dapat beberapa saran yang bisa diberikan, 
antara lain kepada, yaitu  untuk regulator 
dapat melakukan perbaikan regulasi atau 
standar terkait pengungkapan transaksi pi-
hak berelasi. Hasil penelitian ini mem-
berikan gambaran bahwa struktur kepemi-
likan yang terkonsentrasi mendorong perus-
ahaan untuk melakukan transaksi pihak ber-
elasi. Jika dikaitkan dengan teori keagenan, 
hal ini menunjukan adanya benturan ke-
pentingan antara pemegang saham mayo-
ritas dan minoritas.  

Hasil penelitian ini menunjukan bah-
wa perusahan yang struktur kepemilikannya 
terkonsentrasi cenderung melakukan tran-
saksi pihak berelasi. Hal ini perlu menjadi 
pertimbangan bagi manajemen dalam proses 
pengambilan keputusan, khususnya terkait 
transaksi pihak berelasi agar tidak meru-
gikan kepentingan pemegang saham minori-
tas. 

Penelitian ini masih terbatas periode 
peenliatian dan variable yang digunakan 
untuk memprediksi transakis yang berelasi. 
Untuk penelitian selanjutnya dapat dil-

akukan dengan memperpanjang periode 
penelitian agar hasil penelitian lebih akurat 
serta memperbanyak sampel penelitian 
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